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Motto:

“There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will
have to pass through the valley of the shadow of death.Again and

again before we reach the mountain top of our desires.”

(Nelson Mandela)
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penerapan Sanski Kumulatif Terhadap Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palembang, Berdasarkan Ketentuaan Pasal 1
Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat di artikan sebagai
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang
dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, menghilangi rasa dan dapat
menimbulkan ketergantungan.Hasildaripenelitianskripsiini  Hakim dalammenjatuhi  sanksi
kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah berdasrkan ketentuaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana,Penerapan Sanksi, Narkotika

Palembang, 2019

PembimbingUtama PembimbingPembantu
Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum VeraNovianti, SH., M.Hum
NI P.196509181991022001 NIP.197711032008012010
K etuaBagianHukumPidana

Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum

NI P.196509181991022001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah tindak pidana yang terjadi di indonesia telah banyak
meresahkan masyarakat indonesia. Pada umumnya, tindak pidana biasanya di istilahkan oleh
masyarakat sebagal suatu tindak kejahatan. Keahatan terjadi ada sebabnya, sebab
terjadinya suatu kejahatan telah diterima secara umum bahwa tidak akan mungkin dicari
hanya satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya atau suatu
kejahatan khusus.! Dengan demikian kejahatan terjadi dikarenakan beberapa faktor yang
mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Terutama tindak pidana
narkotika yang sering kita temukan di lingkungan masyarakat sekitar.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnyarasa, mengurangi sampai sampai menghilanhgkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana
terlampir dalam Undang-Undang ini.?

Berdasarkan sgarah penggunaannya, narkotika pada awanya hanya digunakan
sebagal alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan
untuk pengobatan. Ada pun jenis narkotika pertama yang di gunakan pada mulanya adalah

candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. Dalam upaya peningkatan dibidang

! Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. him. 12.
2 pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
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pengobatan dan pelayanaan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun
apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunannya
karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus
dilakukan pengadilan dan pengawasaan yang ketat dan seksama.®

Menurut Sumarmo Ma’soem, Segaan dengan perkembangan kolonisas maka
perdagangan candu semakin tumbuh subur dan perkawinan candu secara besar-besaran
dilakukan dikalangan ethnis cina, terutama di negara-negara jgjahan ketika itu, termasuk
indonesia yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial belanda.* Saat ini
perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk
tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuaan, melainkan dengan tujuan
untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan
narkotika secara ilega ke berbagai negara. Ha tersebut menurut S.K Chatterjee,
menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, dan atas dasar pertimbangan
tersebut telah melahirkan beberapa konvensi internasional guna menanggulangi
berkembangannya perdagangan narkotika secara ilegal. Konvens internasional pertama
yang mengatur tentang narkotika adalah Hague opium Convention 1912 dan selanjutnya
berturut-turut adalah :

1. The Geneva Internasional Opium Convention 1925;

2. The Geneva Convention for limiting the manufture and regulating the ditribution

of Narcotic Drugs 1931,
3. The Convention for the suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs

1936;

3 Koesno Adi, 2014, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Press, him 3.
4 1bid. him. 2.
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4. Single Covention on Narcotic Drugs 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 1961),
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Protokol 1972;

5. Convention on psycotropic Substance 1971 dan;

6. Konvens Wina1988.°

Secara doktrinal terdapat suatu pandangan, bahwa bagian terpenting dari (KUHP)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana suatu bangsa adalah stelsel sanksinya, sebab dari
stelsel sanksi ini akan tercermin nilai sosial budaya bangsaitu.® Artinya, bagaimana stelsel
sanksi dalam KUHP suatu bangsa dirumuskan, maka demikianlah budaya masyarakat
bangsa tersebut. Dengan demikian, maka semakin represif formulasi pidana dalam KUHP
juga dapat bermakna semakin represif masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi
terhadap pelaku tindak pidana.

Biasanya penerapan sanksi atau hukuman dapat dilakukan secara kumulatif maupun
aternatif. Dimana sanksi aternatif umunya diterapkan dalam pidana umum yang diatur
dalam KUHP, sedangkan penerapan sanksi kumulatif biasanya ditemui dalam pidana-pidana
khusus yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah bersangkutan dengan kumulasi; bersifat menambah; terjadi dari
bagian yang makin bertambah; Bertempuk-tumpuk’. Hukuman Kumulatif adalah hukuman
yang diberi sanksi berganda seperti hukuman pidana denda dan penjara atau kurungan.®

Hal ini penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan

melalui proses pertimbangannya dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat

51bid. him. 4.

6 Muladi, 1995, Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, Cetakan |, him. 131.

’Ebta Setiawa, https://kbbi.web.id/angka

8Resah  Anika Maria,  http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kumul atif-dan-contohnya/
(diakses pada 20 maret 2018 pukul 10.21)
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peredaraan narkotika. Di samping itu karena keuntungan yang menjanjikan tersebut
berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaraan
narkotika untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat, hal
tersebut semakin dipacu akibat adanya perubahan-perubahan : °

(1) Permintaan yang kuat dan dalam jumlah besar dari pasar gelap atas barang-barang

terlarang, termasuk narkotika;

(2) Kemajuan perdagangan bebas,

(3) Tertatanya sistem keuangan global;

(4) Mudahnyadan lancarnya transportasi;

(5) Kemajuaan dan perkembangan komunikasi yang semakin canggih.

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika yang sangat
berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara serta bagi keberlangsungan pertumbuhan
dan perkembangan bangsa khususnya bagi anak sebagai generasi muda penerus bangsa,
karena anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.”

Anak yang melakukan tindak pidana narkotika disebut anak yang berkonflik dengan
hukum. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor . 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah
berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dipertanggujawaban
pidana seperti orang dewasa. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang

secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,

Anak

9 Koesno, Adi Op.Cit., him. 83.
10 penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
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tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh
karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi
kelangsungan hidup umat manusia.** Dengan demikian, pendekatan yuridis terhadap anak di
bawah umur adalah upaya hukum yang terahir. Artinya upaya hukum ini terpaksa harus di
tempuh jika ternyata tidak ada upaya hukum yang lebih menguntungkan bagi anak di bawah
umur kecuali harus di jatuhi pidana (ultitum remedium), misalnya perbuatan anak tersebut
sudah sampai pada tingkat kejahatan yang meresahkan keluarga dan masyarakat, kejahatan
itu sudah di lakukan berkali-kali (bukan sebagai penjahat pemula) bahkan sudah sering di
pidana, dan tidak adalagi orang tua/wali yang sanggup membimbing dan mendidiknya.

Meskipun demikian, hak-hak anak yang harus tetap di berikan, misalnya pada saat
Pasal 47 KUHP masih di berlakukan:

1. Mengurangi sepertigadari pidana pokok (Pasal 47 ayat (1) KUHP).

2. Menjatuhkan pidana maksimal 15 tahun bagi yang di ancam pidana mati (Pasal 47
ayat (2) KUHP).

3. Tidak mencabut beberapa hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim (Pasal 47
ayat (3) KUHP).

Kemudian, disatu sisi ancaman pidana dalam undang-undang pengadilan anak justru
menjadi lebih berat dibanding dengan ketentuaan KUHP, sebab sifat pemidanaan kumulatif,
sebaga contoh dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor. 3 tahun 1997, ditegaskan:
selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (pidana penjara, kurungan, denda
atau pengawasan) terhadap anak naka dapat juga di jatuhkan pidana tambahan, berupa

perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaraan ganti rugi.

1 1bid.
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Penjelasaan pasal ini, tidak di jelaskan secara rinci (dianggap cukup jelas) apa yang
dimaksud dengan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau
membayar ganti rugi? Konsekuesi logisnya, bisa sgja anak di bawah umur dijatuhi pidana
(2) kali, yaitu setelah dijatuhi pidana pokok, masih dapat di jatuhi pidana tambahan tersebut.
Hal ini sungguh sangat memberatkan dan merugikan jiwa anak sebagai pemegang nasib
bangsa dan aset pembangunan di segala bidang. Memang hukum harus ditegakan dan
kejahatan harus dilenyapkan, dan terhadap pelakunya harus diadili dan dijatuhi pidana.*?

Penerapan sanski bagi anak seringkali menimbulkan persoalaan yang bersifat dilematis
baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosifis. Secara yuridis terdapat dilema
paradigmatis berkaitan dengan pendekatan yang di lakukan terhadap anak yang melakukan
penyalagunaan narkotika. Secarayuridis anak yang menyalagunakan narkotika dikualifikasi
sebagal pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual, oleh karena penyal agunaan narkotika
masuk kualifikasi sebagal crime whitout victim yang berarti korban kejahatannya adalah
pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalagunaan narkotika yang menjadi korban
(kgjahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian secara konseptual anak yang melakukan
penyalagunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban.
Dalam banyak teori penerapan sanksi termasuk penerapan pidana anak ternyata
menimbulkan berbagai dampak negatif. Karena berbaga dampak negatif yang di
timbulkannya itulah penggunaan sanks sebagai sarana penanggulangan kejahatan sedang

menjadi perdepatan konseptual, bahkan akhir-akhir ini ada kecenderungan internasional

12 K oesno Adi. Op.Cit. him. 148.
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untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuknya sebagai
sanksi alternatif (alternative sanction).*®

Perkembangan ilmu pengetahuaan dan teknologi termasuk teknologi informasi yang
demikian pesat telah mengantarkan umat manusia pada kehidupan yang serba mudah.
Dampak positif kemagjuan iptek telah merambah dalam hampir setiap aspek kehidupan
manusia hampir dalam setiap sisi kehidupan manusia dapat dirasakan sentuhan kemajuan
iptek. Sisi positif kemajuan iptek telah memberikan kehidupan yang lebih baik pada umat
manusia, namun demikian kemajuan iptek juga telah menimbulkan dampak negatif. Salah
satu dampak negatif dalam kemajuan iptek adalah meningkatkan jumlah kejahatan yang
terjadi dimasyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemajuan iptek juga telah
memungkinkan setiap orang tidak terkecuali anak-anak dengan mudah mengakses segala
bentuk informasi yang dapat berdampak secara positif dan negatif. 4

Mengingat dampaknya yang demikian, maka perkembangan iptek juga berpotensi
menetapkan anak sebagai “korban” terutama apabila proteksi terhadap anak tidak memadai
karena adanya perkembangan iptek tersebut. Karenanya anak tetap harus mendapatkan
perlindungan yang memadai dalam menikmati perkembangan iptek. Anak sebagai generasi
penerus harus dapat tumbuh dan berkembang dengan ditunjang sarana dan prasarana yang
cukup dapat menompang kelangsungan hidupnya, sehingga pengembangan fisik dan
mentalnya dapat terlindungi dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat

mengancam martabat dan integritas serta masa depannya.

13 Muladi, 1992, Kapita Selekta Sstem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, him. 133.

14 Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,
UMM Press, Malang, him. 54.
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Tegasnya perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas
harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.™
Sesuai dengan kharekteristik yang ada pada anak-anak , mereka memerlukan perhatian
secara khusus mengingat anak memiliki kharakteristik dimana kondisi fisik dan mental yang
belum matang. Jadi apabila anak melakukan kenakalan maka penanganan dan
penyelesaiannya dilakukan secara arif dan bijaksana, serta sejauh mungkin dihindarkan dari
campur tangan sistem peradilan tanpa mengabaikan penegakan hukum dan keadilan dalam
rangka menjamin agar penyelesaianya dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang
telah melakukan kenakal an.

Hal ini sesuai dengan ketentuaan United Nation Standar Minumum Rules For The
Administration Of Juvenile Justice, selanjutnya disebut dengan UNSMR-JJ atau Beijing
Rule, di dalam Asas-Asas Umum, menyatakan tentang perlunya kebijakan sosial yang secara
komprehensif bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak,
dan pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem ini, maka kerugian-kerugian
pada diri anak dapat dicegah. Langkah yang perlu dilakukan untuk itu adalah pemberian
perhatian dan pengembalian tindakan pada anak dan remaja sebelum mereka terlibat
perilaku menyimpang atau kejahatan.®

Penggunaan hukum pidana sebagal sarana penanggulangan penyal ahgunaan narkotika
yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Di satu
sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika

yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya

15 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, him. 2.
16 Marlina, 2011, Hukum Penintesier, Refika Aditama, Bandung, him. 16.
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hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan
oleh anak.

Padahal realistis menunjukan, bahwa peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya
sebagai “mesin” hukum yang hanya menghasikan “keadilan prosedural” (procedural
justice). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan
kepentingan dan kesgahteraan anak. Sedangkan peradilan anak meliputi: (1) sebelum
sidang peradilan; (2) selama/pada saat sidang peradilan; dan (3) setelah sidang peradilan.
Perlindungan anak adal ah suatu usaha untuk melindungi anak agar anak dapat mel aksanakan
hak dan kewagjibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan,
pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan,
penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek kontruktif, integratif fisik dan sosial
anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan
tertentu (mental fisik dan sosial belum dewasa).*’

Kaitannya dengan hal itu, dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak
dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesegjahteraan anak tetap diperhatikan dan
dapat diwujudkan, Sudarto, mengatakan bahwa: “segala aktivitas yang dilakukan dalam
rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat
lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesgahteraan anak, demi

kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus

7 1bid.
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didasarkan pada kriterium apa yang paing bak untuk kesgahteraan anak yang

bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat™.®

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang di bahas dalam

skirpsi ini adalah:

1. Apa dasar pengaturan ancaman Sanksi Kumulatif Terhadap Anak yang melakukan tindak
pidana narkotika di Kota Palembang?

2. Apayang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika di kota palembang?

3. Bagaimana penerapan ancaman sanks Kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak

pidana narkotika di Kota Palembang?

C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masal ah diatas, adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian

ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan dasar pengaturan ancaman sanksi kumulatif terhadap
anak yang melakukan tindak pidana narkotika di K ota Palembang.
2. Mengetahui dan menjelaskan penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana

penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang.

18 Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, him. 140.
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3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan ancaman sanksi kumulatif terhadap

anak yang melakukan tindak pidana Narkotika di Kota Palembang.

D. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitianini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum
khususnya hukum pidana, dan juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan berkaitan
dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di

kota palembang.

b. Manfaat Praktis

1. Terhadap Aparat Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap aparat penegak
hukum khususnya di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam pencegahan anak

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Terhadap Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat terhadap masyarakat dalam

mencegah tindak pidana narkotika.

3. Terhadap Penulis
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Terhadap penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta
memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penelitian ini juga
dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu
pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam. rangka memberikan

suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam masyarakat.

E. RuangLingkup
Agar penelitian dalam penulisan skrips ini tidak menyimpang dan sesuai dengan
permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan mengenai
penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah
kgjian tentang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor apa sga
yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika di kota palembang dan bagaimana
penerapan sanks kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di

Palembang. Ruang linkup Pengadilan Negeri Klas |A Palembang

F. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya
guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan
adanya penegakan hukum untuk mencapa suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak
dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil,
begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secarafilosopis), belum tentu berguna bagi

masyarakat.
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Kualitas penegakan hukum yang diatur masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas
formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil/substansial seperti
terungkap dalam beberapaisu sentral yang di tuntut masyarakat, antara lain.'®
1. Adanya perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)

2. Tegaknyanilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama

3. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenagan.

4. Bersih dari praktik, KKN dan mafia peradilan.

5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya
kode etik/kode profesional.

6. Adanya penyelenggara pemerintah yang bersih dan berwibawah.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor
itu dapat berupa kualitas individual, kualitas institusional/sturktur penegakan hukum termasuk
tata kerja mangjemen dan kualitas kondis lingkungan yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya
termasuk budaya hukum masyarakat.

2. Teori Pemidanaan
Dalam teori pemidanaan ini terbagi menjadi dua:
a. Teori Retributif
Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah
kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu
tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang yang

telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh kerena kejahatan itu

19 Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Cet. Ketiga, Kencana, Jakarta, him. 18.
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menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan
sebagal pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan
harus diberikan pula penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif
(subjectic vergelding), yaitu pembalasan langsung dijatuhkan kepada kesalahan si
pembuaat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditunjukan sekedar pada
perbuatan apayang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.?

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan didasarkan pada aasan bahwa
pemidanaan merupakan “morally justifed” (pembenaran secara moral) karena pelaku
kejahatan dapat dikatan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asums yang
penting terhadap pembenaraan untuk menghukum sebagali respon terhadap suatu
kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral
tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukanya secara sengaja dan sadar dan
hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.?

b. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “deterrence”.  Terminologi
“deterrence” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan
hukum pada suatu kasus, di mana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang
merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun ““the net deterrence
effect” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman
bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.??

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (reductivism) karena

dasar pembenaran dijatuhkan pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk

2 Marlina, Op.Cit. him. 41.
2L 1bid. him. 42.
2 bid. him. 50.
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mengurangi frekuensi kegjahatan (the justification for penalizing offences is that this

reduces their frequency). Penganut reductivism menyakini bahwa pemidanaan dapat

mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini.?3

1

Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (deterring the offender), yaitu membujuk si
pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali
melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;

Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (deterring potential imitators), dalam
hal ini memberikan rasa takut kepada orang orang lain yang potensial untuk
mel akukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada s
pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana
kepadanya;

Perbaikan si pelaku (reforming the offender), yaitu memperbaiki tingkah laku s
pelaku sehingga muncul kesadaran s pelaku untuk cenderung tidak melakukan
kejahatan lagi wal aupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya keahatan,
sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi
kejahatan;

Melindungi masyarakat (protecting the public), melalui pidana penjara yang cukup
lama.

Tujuan pemidanaan sebaga deterrence effect sebenarnya telah menjadi sarana

yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan deterrence

ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan, dengan dua orang tokoh utamanya,

yaitu Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Beccaria

= 1bid
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menegaskan dalam bukunya yang berjudul dei Delitti e Delle Pene (1764) bahwa tujuan
pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan
bukan sebagai sarana sebagai balas dendam masyarakat.?*

Tujuan pemidanaan sebagal deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi
pencegahan umum (general deterrence) dan pencegahan khusus (individual or special
deterrence), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa, “determent is
equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other
persons at large, distinguishes particular prevention which applicableto all members of
the comunity whitout exeception.?®

G.Metode Pendlitian
1. Tipe Pendlitian

Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian
hukum, dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, dalam penelitian ini data yang
digunakan adalah data premier dan sekunder. Data premier diperoleh dari lapangan melalui
wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang
menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.
Berdasarkan hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di
dalam penelitian sosial-legal adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap

aturan hukum, peranan lembaga atau instruksi hukum dalam penegakan hukum,

2 bid. him. 51.
% 1bid. him. 52.
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Implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau

sebaliknya.?

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus
(case approach), pendekatan sosiologis (socio legal approach), dan pendekatan undang —
undang (statute approach). Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu metode
penelitian dalam ilmu sosial, daam riset yang menggunakan metode ini dilakukan
pemerikasaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang
disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara — cara yang sistematis dalam melakukan

pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.

Sebaga hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa
sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat
digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.?’ Pendekatan sosiologis (socio
legal approach), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika — logika dan teori
klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap

fenomenalain.?®

26 Amiruddin dan Zainal Asikin 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,
him.106.
27 peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Jakarta: Kencana Penada Media Group, him. 95.
2 |bid.

30



Sedangkan studi pendekatan Undang — Undang (statute approach), yaitu suatu
metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang — undangan dan

hal yang berkaitan isu hukum yang sedang diteliti.?®
. Jenisdan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Data primer adal ah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi,
dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan
perundang — undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui
wawancara, observas maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang

kemudian diolah oleh peneliti.*°

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada
responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan
dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan
aspek masalah yang diteliti. Dalam hal ini responden yang akan di wawancarai adalah
pihak — pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penerapan
sanks kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di kota

palembang yang ada di Lapas Anak, serta pendapat dari masyarakat umum. Data primer

2 | bid.
30 Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
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ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab

permasal ahan yang ada.®
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data — data yang diperoleh dari dokumen — dokumen
resmi, buku — buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam
bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang - undangan.®? Data studi

melalui bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu :
a. Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang —

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
¢. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder yang mengikat adalah buku — buku dan tulisan — tulisan
ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.*® Bahan hukum sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku — buku, jurnal — jurnal, hasil

penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer

atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan

3 1bid.
3 1bid.
3 1bid.
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sebagainya® Dimana penulis menggunakan artikel — artikel dan berita yang

berkaitan dengan permasalahan ini.
4. Lokas Penelitian

Lokas penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kota Palembang,
Sumatera Selatan yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il A

Palembang.

5. Populasi dan Sampe

Populasi adalah keseluruhan objek dan segala elemen yang ada di dalam pendlitian.
Sedangkan sampel adalah sebagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.

a. Populasi

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il A Palembang.

b. Sampe

Penelitian ini sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus yang mewakili
populasi. Maksudnya sampel dipilih dari anak yang melakukan tindak pidana narkotika,

dengan pertimbangan tertentu berbeka pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk

3 1bid.
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memilih sampel yaitu anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas i

Palembang.
6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan melakukan pengamatan lapangan dan peninjauan langsung ke lokasi pendlitian
guna untuk melakukan wawancara secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan
penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il A Palembang.
a. Studi Lapangan (Field Research)

Studi yang dilakukan di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang
penelitian ini, dilakukan dengan cara mengajukan pertayaan-pertayaan yang dirancang dan
disigpkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian
kepada responden. Tipe wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertayaan yang telah

disusun sebelumnya.®
b. Studi kepustakaan (Libary Research)

Studi keputusan meliputi studi bahan-bahan yang terjadi dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.%®

7. Teknik Pengolahan Data

35 Amiruddin dan Zainal Asikin,2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, him.32.
% |bid. him. 106
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Teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah mengambil data yang didapat
dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait tersebut serta mencatat dan mengutip
data-data yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen dokumen-dokumen yaitu data-
data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan,
catatan, website, dan lain-lain, selanjutnya data-data yang telah diperoleh dikumpulkan dan
diperiksa kembali guna mengetahui apakah masih terdapat hal-hal yang belum terjawab
oleh karena itu dapat dilakukan pencarian data ataupun wawancara ulang sesuai kebutuhan

sehingga dapat menjawab semua permasal ahan yang ada.
Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam anadlisis data yaitu teknik analisis data secara
kuantitatif yaitu menekankan pada metode penelitian lapangan guna sebagai penunjang
data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data — data yang
telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam

menarik kesimpulan guna menjawab permasal ahan pada penulisan penelitian ini.
Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara induktif, dimana pada
kesimpulan permasalahan yang diteliti secara khusus menjadi umum. Metode ini akan
membuktikan suatu kebenaran yang baru yang berasal dari kebenaran — kebenaran yang
telah ada sebelumnya® Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan
penarikan induktif. Penarikan induktif adalah kebalikan dari berpikir deduktif, yakni

pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada

216.

37 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, him
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kesimpulan yang bersifat umum. Tetapi dari fakta atau data khusus berdasarkan
pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan
empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan

atau kesimpulan yang bersifat umum.

38 Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Cet. Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, him.
112.
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